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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
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ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي ق : qiila 
  َتْو  م ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر لا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ملا ة ل  ضا فْلا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
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 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َق  حْلا : al- haqq 
  َم ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ل  ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  َي ب  ر  ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َسمَّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سل فْل ا : al-falsafah 
  َد  لَ بْل ا : al-bilaadu 
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْو  ر ْما ت : ta’muruuna 
 َعْوَّنلا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  م ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ 
ٰ للا نْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
s.w.t = subhsanallahu wata’ala 
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
KUHP  = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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ABSTRAK 
 
Nama    :     Wahyuningsi Eka Sakti 
NIM   :     10300112003 
Jurusan  :     Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 
Judul              :  Peran Hukum Islam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Pengeroyokan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus 
Kepolisian Sektor Somba Opu) 
 
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian 1) Bagaimana ketentuan kitab 
undang-undang Hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak 
dibawah umur. 2) Bagaimana peran hukum Islam dalam menanggulangi tindak 
pidana pengeroyokan yang di lakukan oleh anak di bawah umur). 
Dari pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan yuridis normatif 
(Hukum Positif) dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). penelitian ini 
tergolong Field Research, data dikumpulkan dengan identifikasi yaitu 
mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan 
yang di teliti di lapangan terkait masalah tindak pengoroyokan yang di lakukan oleh 
anak di bawah umur. Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian tindak pidana 
pengoroyokan maka dengan menggunakan penelitian Kuantitatif dengan cara turun 
langsung kelapangan lokasi peneliatian ini di lakukan diKepolisian Sektor Somba 
Opu, kemudian sumber data yang digunakan dengan mewawancarai beberapa melalui 
nara sumber  kepolisian sektor somba opu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan undang-undang pidana terhadap 
tindak pidana pengoroyokan yakni diatur dalam pasal 351 KUHP dengan melakukan 
efektifitas hukum dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah fenomena 
yang empiris yang sifatnya hanya dapat di mengerti hanya jika hukum itu di peranan 
dalam hubungannya dalam  masyarakat. Dan dilihat dari perspektif hukum  pidana 
Islam memandang bahwa tindak pidana pengeroyokan di kenakan sanksi tindak 
pidana jarimah kisas.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai 
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dan berbagai  
kehidupan. di seluruh dunia, (anak-anak) di bawah umur juga secara terus menerus 
melakukan kejahatan. bahkan untuk alasan-alasan yang tidak masuk akal. Untuk itu, 
Indonesia juga telah memilki rencana aksi nasional menanggulangi kejahatan yang 
dilakukan oleh anak.1  Hal ini tentu sangat mengganggu pikiran orang tua sehingga  
tidak akan membiarkan anaknya keluar rumah. Tindak pidana kekerasaan terjadi 
beberapa tahun terakhir ini memakan terlalu banyak korban. Berdasarkan survey 
menurut guru SMA Negeri 2 Sungguminasa  Mahyudin selaku guru BK menegaskan 
bahwa rata-rata yang melakukan pengeroyokan adalah anak yang tidak bersekolah 
beberapa dari mereka juga ada yang telah dikeluarkan dari sekolah tersebut karena 
tidak mematuhi tata tertib sekolah. 
 Kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi karena kurangnya pengawasan 
orang tua terhadap buah hatinya. Orang tua terlalu membebaskan anaknya mereka 
selalu mengikuti kemauaan anak dengan dalih representasi dari perasaan cinta orang 
tua terhadap anak, selain itu teknologi berlistik atau elektronik dalam empat 
dasawarsa terakhir ini berkembang cepat sekali. Makain canggih juga makin murah 
                                                     
1Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 187 
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harganya sehingga terjangkau oleh daya beli orang banyak, selain itu teknologi baru 
memberikan kebebasan lebih besar pada setiap orang untuk berbuat dan berprilaku 
yang lebih memuaskan kemauannya.2 
 Tanpa orang tua sadari, sebenarnya inilah yang memicu kenakalan anak. 
Seringnya sikap manja berlebihan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tanpa 
disertai didikan. Jadi, orang tua hanya memikirkan kebutuhan jasmani tetapi 
sebenarnya anak ini membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya sebaiknya orang 
tua yang bekerja seharian penuh, harus meluangkan waktu kepada anaknya. Makan 
malam bersama, bercanda, dan tertawa ringan, dapat mencairkan ketegagan terhadap 
anak dan orang tua. Perilaku lain yang juga penting adalah perhatian terhadap 
kegiatan anak. Orang tua dituntut untuk bertanya kepada anaknya atau sebaliknya. 
Hal ini agar anak tanpa ragu-ragu menceritakan  kembali apa yang tadinya dia 
kerjakan di sekolah, sehingga orang tua mengetahui perkembangan keemosian 
anaknya.  
 Atas terwujudnya kesehatan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. 
Pada aturan 2 UU No.4 Tahun 1979 Tentang kesejahterahan anak telah diatur hak 
anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan untuk mengembangkan 
keampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan, perlindungan baik semasa dalam 
                                                     
  2Zainuddin Ali., Sosiologi Hukum (Cet . I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 36. 
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kandungan maupun sesudah dilahirkan perlindungan dari lingkugan hidup yang dapat 
membahayakan pertumbuhan dan pengembangannya.3 
 Anak sering disebut dengan ”Juvenile Delinquency” yang diartikan dengan 
anak cacat sosial. Disebut cacat sosial karena sikap anak dianggap bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh 
masyarakat tersebut dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Kenakanlan 
remaja adalah ”Juvenile Delinquency” atau suatu tingkah laku, perbuatan, atau pun 
tindakan remaja yang bersifat sosial yang bertentangan dengan agama dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.  Pengertian Juvenile Deliquency 
menurut Kartini Kartono adalah Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat dursila, atau 
kejahatan kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada 
anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga 
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.4  
Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Deliquency adalah setiap perbuatan  atau  
tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang  
merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku  serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.5 
                                                     
           3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Cet . I; Bandung: PT Repika 
Aditama, 2008), h. 2. 
 
          4Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja (Jakarta: RajawaliPers, 1992), h. 7. 
          5Romli Atmasista, Problem Kenakalan Anak -Anak Remaja (Bandung: Armico, 1983), h. 40. 
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 Anak  yang dimaksud dalam aturan ini cenderung disebut Remaja. Pengalih 
istilahan ini sesuai dengan definisi remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI). Dalam KBBI, remaja adalah mereka yang ada dalam rentan usia diantara dua 
belas dan delapan belas tahun, serta belum menikah. 
 Prilaku menyimpang dari aturan yang dilakukan oleh anak (remaja) telah di 
atur dalam ranah hukum. Kejahatan mereka tersebut jika ditinjau dari segi yuridis, 
yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam 
dengan sangsi. Pada UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan Pidana anak adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berharapan dengan hukum mulai 
tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 
 Keluarga mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila 
pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak pidana dalam 
masyarakat dan sering menjurus ke tindak kriminal. Mereka (remaja) memerlukan 
bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya 
dan lingkugannya. Jika ditinjau dalam sudut pandang hukum adat, begitu tubuh si 
anak tumbuh besar dan kuat, meraka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan 
seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya, mereka dianggap telah mampu 
memberi penghasilan untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping 
itu, mereka juga telah mampu diterima dalam lingkungannya. Ketika pendapatnya 
didengar dan diperhatikan, pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah 
cukup dewasa.  
 Hukum Islam tidak mendahulukan sesuatu pun atas manusia, manusialah yang 
menjadi Jauhar dan asasnya daripadanyalah bercabang segala khususiyah dan sifat , 
segala maziyah dan fadhilah, hukum islam dalam hal ini tidak membenarkan segaa 
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bentuk pelecehan terhadap manusia dan menumpahkan darahnya tampah ada asalan 
yang dibenarkan oleh hukum.6 Dalam pandangan  hukum Islam, perbedaan antara 
anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal ada 
pembedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum 
adat. Dalam ketentuan hukum Islam, hanya dikenal perbedaan antara masa anak-anak 
(belum baliq dan baliq). Seseorang dikategorikan sudah baliq, ditandai dengan 
adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun 
wanita. Seorang pria dikatakan sudah baliq apabila ia telah mengalami mimpi basah 
(baliq), sedangkan pada wanita apabila ia telah mengalami haid (menstruasi). 
Pendapat lain  mengatakan, usia baliq merupakan ukuran yang digunakan untuk 
menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban  melaksanakan syariat Islam 
dalam kehidupan sehari-harinya7 
 Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam disebut qisas. Hal 
ini didefinisikan sebagai perlakuan jarimah atau penganiaayaan secara eksplisit. 
Dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS al-Maidah/5: 45.  
 
 
                                                     
           6Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Cet . II; Jakarta : PT. RajaGrafindo 
Persada, 2007), h. 104. 
 
           7Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak (Cet . I; Yogjakarta : Graha ilmu, 2013), h. 2. 
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Terjemahnya: 
 
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”8 
 
 Surat tersebut, meskipun tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum qisas 
dalam penganiaayaan itu dinyatakan berlaku bukan hanya bagi umat Islam, tetapi 
juga bagi umat lain.9 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah dalam penelitian ini 
yakni, bagaimanakah Peran hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan           
oleh anak dibawah umur (Studi Kasus Kepolisian Sektor). 
. Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis 
membatasi pembahasan ini dengan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan kitab undang-undang Hukum pidana terhadap tindak 
pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur? 
2. Bagaimana  hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokaan pada Kitab 
Undang-Undang hukum pidana (KUHP)?  
 
 
                                                     
8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 386 
 9M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam,(Cet. I;  Jakarta : Amzah, 2016), h. 40. 
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C. Deskripsi Fokus Dan Fokus Penelitian 
1. Deskripsi Fokus 
Penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel yang dianggap 
penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendefenisikan penelitian ini, antara lain 
sebagai berikut: 
a) Penganiayaan adalah perilaku dengan sengaja melukai ringan maupun berat 
orang lain.10 
b) Anak dibawah umur yaitu anak yang belum bisa menentukan mana yang baik 
dan mana yang buruk; anak yang belum baliq.11 
2. Fokus Penelitian 
Penelitian yang dilakukan di Kantor Kepolisian sektor Somba Opu, ingin 
mengetahui bagaimana peran hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh 
anak dibawah umur dan faktor apa yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak 
pidana pengeroyokan, serta pandangan hukum Islam yang mengatur tindak pidana 
pengeroyokan. 
 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah peran hukum Islam 
terhadap tindak  pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur. Meskipun sudah 
banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada yang secara 
spesifik membahas tentang judul skripsi ini. Adapun beberapa literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
                                                     
           10Soesilo., KUHP&KUHAP, (Cet . I; Times, 2008), h.112. 
11 Nandang  Sambas., Pradilan Pidana Anak (Cet . I; yogjakarta : Graha ilmu, 2013), h. 2. 
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1. Shanty Dellyana, dalam bukunya Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, buku ini 
membahas mengenai tindakan anak terhadap kejahatan yang dapat 
menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu 
dapat diatasi secara perseorangan tetapi harus secara bersama-sama dan yang 
penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama.12 Dalam buku ini belum 
membahas secara rinci mengenai kedudukan dan peranan anak didalam 
hukum. 
2. Musdah Mulia, dalam bukunya Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan 
Implementasi, buku ini membahas Konvensi Hak Anak mempunyai dampak 
positif bagi politik luar negeri IndonesiJa. Namun demikian tetap harus 
diidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, 
termasuk merencanakan implementasinya dengan sungguh-sungguh dan 
terprogram.13 Dalam  buku  ini sudah ada gambaran mengenai pelaksanaan 
perlindungan hak anak di Indonesia dalam melindungi anak dari tindak 
kejahatan tetapi belum dibahas secara jelas. 
3. Abdussalam, dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak, buku ini membahas 
anak untuk tujuan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak dalam bentuk 
pengoroyokan merupakan kejahatan kemanusiaan (crimes againsts humanity) 
dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-
akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional 
                                                     
12Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 18. 
 
13Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasinya, h. 236. 
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kejahatan yang dilakukan anak.14 Buku  ini sudah ada gambaran mengenai 
perlindungan hukum anak tetapi belum dibahas secara rinci. 
4. Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan 
Perempuan, buku ini membahas perlindungan anak merupakan segala 
kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan 
anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, 
agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar 
baik fisik, mental maupun sosialnya.15 Buku  ini  sudah ada gambaran 
mengenai perlindungan anak tetapi belum dibahas secara rinci mengenai 
perangkat peraturan apa yang harus digunakan dalam menegakkan 
perlindungan anak dari tindakan kejahatan. 
5. Nandang Sambas, Dalam bukunya  Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan 
Intrumen Internasional Perlindungan Anak dan Penerapannya meninjau  
dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat. Namun pada buku ini belum 
membahas tentang bagaimana peran serta orang tua terhadap perkembangan 
masa remaja anak. 
6. Nurul Irfan, Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis dibahas tentang 
sangsi yang didapatkan jika melukai berat atau ringan. Apakah mendapatkan 
sangsi yaitu qisas yang dijelaskan pada QS Al-Maidah ayat 45 atau tidak.16 
Namun dalam buku ini belum secara tegas menyatakan bahwa hukum qisas 
dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam. 
                                                     
14Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 125. 
 
15Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT. 
Refika  Aditama,  2012),  h. 70. 
 
16Nurul Irfan,  Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 35. 
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7. Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 
menjelaskan tentang “Juvenile Delinquency”, anak cacat sosial suatu tindakan 
atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang 
oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan perbuatan 
tercela,namun didalam buku ini belum membahas faktor yang mempengaruhi  
terjadi tindak pidana pengeroyokan.17 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan 
1. Tujuan  
 Adapun  tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui insensitas korban tindak pidana pengeroyokan dari tahun 
2013-2016 apakah semakin meningkat. 
b. Untuk mengetahui ketentuan kitab undang-undang Hukum pidana terhadap 
tindak pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur? 
c. Untuk mengetahui bagaimana aspek  hukum Islam terhadap sanksi tindak 
pidana pengeroyokaan pada Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)?  
2. Kegunaan  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan pengetahuaan aspek dinamis kedudukan anak yang melakukan 
tindak pidana pengoroyokan tindak pidana pengoroyokan. 
                                                     
17Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT. 
Refika  Aditama,  2012),  h. 70. 
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b. Memberikan pengetahuan tentang  status anak yang melakukan tindak pidana 
pengoroyokan kepada masyarakat. 
 
12 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 
 
A. Definisi Anak 
a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana 
Anak menurut KUHPidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak 
anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai substansi yang lemah 
dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari 
bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang 
normal. Jika dilihat pada Pasal 45 maka anak diartikan sebagai orang yang belum 
dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.1 Oleh karena itu, jika 
anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan dapat 
memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 
pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan 
supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 
Dengan demikian, KUHPidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang 
kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang sebagai subjek hukum yang 
berada pada usia yang belum dewasa sehingga mesti tetap dilindungi segala 
kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas yang diberikan oleh negara 
atau pemerintah. 
                                                     
 1Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 103. 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus 
menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 
termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-
cita bangsa. Sehingga  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.2 
 
B. Pengertian Anak dari Aspek Agama 
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 
harkat martabat seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem 
peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) 
yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai 
kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum.3 
                                                     
2Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 187. 
 
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 103. 
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Dalam hal perspektif agama (syariah), anak merupakan makhluk yang lemah 
dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui 
proses secara berperikemanusiaan seperti diberi nafkah, baik dari segi fisik maupun 
rohani, sehingga nanti mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan 
mampu bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dan mengatualisasikan dirinya 
untuk mencapai keperluan hidupnya di masa yang akan datang.4 Dalam Islam sendiri, 
memandang anak dalam 3 dimensi (ukuran):  
1. Dimensi sosial;  
Tujuan perkawinan dalam Islam antara lain melestarikan keturunan. Anak 
merupakan bagian esensial dalam kesejahteraan keluarga istri/suami, harta dan lain 
sebagainya. Dalam hubungan ini ajaran agama Islam mengatur kewajiban orang  tua 
terhadap anak, sejak sebelum lahir sampai dewasa, seperti memberi nama yang indah, 
mengajari membaca al-Qur’an, memberi makanan yang halal dan bergizi, mendidik 
dengan baik, mengawinkan apabila sudah dewasa. Semua itu dalam konteks upaya 
mewujudkan keturunan yang berkualitas sebagai dzurriyatan thayyibah. 
2. Dimensi ekonomi; 
 Dalam al-Qur’an kita dianjurkan memiliki keprihatinan terhadap keturunan 
kita, jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah secara ekonomi dan 
                                                     
4Abdul  Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial, h. 27. 
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dzurriyatan dli’aafan, oleh karenanya kita secara tepat.5 Sesuai dengan ayat yang 
diterangkan dalam.Q.S An-Nisa (4:9) : 
                           
        
 
 
Terjemahnya:  
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”6 
  
3. Dimensi religi (agama); 
 Keturunan dapat menjadi salah satu aset amal jariyah, apabila anak tersebut 
menjadi anak yang soleh/soleha. Doa dan istighfar serta amal-amal baik keturunan 
kita dapat mempengaruhi kuantum amal kita, setelah mati nanti. Malah anak-anak 
yang meninggal pada saat masih kecil diperhitungkan sebagai salah satu bagian 
pendukung neraca amal-amal baik kita dihadapan mahkamah tuhan. Banyak hadits 
Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan kedudukan anak atau keturunan dalam 
kaitan keagamaan ini. 
                                                     
5 Muhammad Tholhah Hasan, Islam  & Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta: Lantabora 
press, 2003), h. 5. 
6 Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 33. 
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Dalam pandangan Islam, keturunan yang berkualitas (dzurriyyatun thoyyibah)itu 
mencakup tiga hal: 
1. Kualitas fisik 
2. Kualitas akal, dan 
3. Kualitas moral.7 
Semua anak dilahirkan dalam kesucian, dan ayah-bundanyalah yang 
meyahudikan, menasranikan atau memajusikan dia”. Al-Hadits. 
Dari sabda Nabi saw. tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan: Bahwa 
semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, tidak ternoda dan bersih. Besarnya arti 
pendidikan dan bimbingan bagi anak-anak. Besarnya fungsi, peran dan tanggung-
jawab orang tua termasuk juga pendidik terhadap anak-anak.  
Kita semua, baik yang kebetulan menjadi pendidik, pemimpin, wali atau 
orang tua, harus selalu merasa bertanggung-jawab terhadap amanat yang diberikan 
kepada kita, amanat barang hidup yang berupa anak-anak kita. Kita harus 
bertanggung-jawab terhadap masa depan mereka nanti, sebab kuat ringkihnya 
bangunan generasi Muslim yang akan datang terletak pada tangan-tangan kita yang 
menyusun batu-batanya dan memilih ramuan-ramuannya sekarang. 
Anak-anak itu merupakan salah satu aset utama dalam cakrawala perjuangan 
kita, jika kita betul-betul menginginkan tetap tegaknya kalimat Allah pada masa 
depan umat manusia ini. Sebab jika kita tidak demikian, maka perjuangan yang kita 
bina sekarang dengan segala macam pengorbanan itu akan kandas hanya pada akhir 
                                                     
7Muhammad Tholhah Hasan, Islam  & Masalah Sumber Daya Manusia, h. 7. 
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hidup generasi kita sekarang ini saja. Untuk itu penyuluhan agama kepada anak-anak 
kita adalah suatu hal yang mutlak, sejak mereka dapat mengenali apa saja yang dapat 
mereka kenali, mereka yang masih suci itu harus kita berikan sketsa dengan garis-
garis tajam dengan warna-warna yang Islami, sehingga selanjutnya akan mewarnai 
seluruh bagian lukisan jiwa mereka.8 
Setelah sedikit banyak kita ketahui keadaan anak-anak (kanak-kanak) baik 
jasmaniyah/badaniyah maupun rohaniyah/nafsiyah seperti dimuka maka kini beralih 
mencari materi apa yang mungkin dapat kita berikan/terapkan dari soal-soal agama 
kepada mereka. Yang jelas akan kurang tepatlah jika anak-anak kecil itu harus kita 
bebani menghafal semua syarat rukun shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat 
tersebut, juga belum mungkin mereka kita paksa menjalani semua ibadat-ibadat wajib 
seperti yang harus dilakukan oleh seorang dewasa. Kita harus ingat Allah swt juga 
tidak mewajibkan mereka berbuat demikian, karena keadaan mereka sendiri memang 
belum waktunya diwajibkan demikian. 
Para ulama dan sarjana Islam telah mempunyai pendapat bahwa ajaran agama 
Islam yang sudah harus kita berikan kepada anak-anak tersebut adalah terutama soal-
soal adabul-Islam dan al-ahklaqul fadillah (kesopanan-kesopanan Islam dan budi 
yang luhur) sesuai dengan ajaran agama Islam yang dirintis oleh Nabi Muhammad 
saw. Sebab jika sejak kecil anak-anak itu sudah dibiasakan mengamalkan sopan 
santun dan budi luhur, maka jiwa anak tersebut akan merupakan tanah yang subur 
                                                     
8 Muhammad Tholhah Hasan, Islam  & Masalah Sumber Daya Manusia, h. 14.  
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untuk ditanami benih-benih Islam, dan selanjutnya ajaran-ajaran Islam akan dapat 
berkembang subur didalam jiwa anak-anak tersebut.9   
Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt. kepada kedua orang 
tua, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia 
sebagai rahmatan lil a’lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini berarti 
setiap anak yang dilahirkan mestilah disahkan, dipercayai, dan dijamin sebagai 
pelaksanaan praktik yang diterima oleh dan dari pada orang tua, masyarakat, bangsa 
dan negara. Batasan mengenai pengertian anak yang belum dewasa tidak didasarkan 
kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda perubahan fisik (akil baligh), 
baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.10 
Dalam ajaran Al-Qur’an figur Rasul Allah dipandang sebagai “manusia 
teladan”, dengan sendirinya para rasulullah tersebut diakui sebagai manusia 
berkualitas, manusia yang sedikitnya mempunai empat syarat kerasulan, yaitu :  
1. Siddiq; 
 Konsisten pada kebenaran baik dalam ucapan, sikap maupun perilaku.  
2. Amana; 
 Kejujuran, integritas moral, komitmen pada tugas dan kewajiban.  
3. Tabliqh; 
Mempunyai kemampuan mobilitas fisik, dan kepedulian sosial yang tinggi. 
                                                     
9 Muhammad Tholhah Hasan, Islam  & Masalah Sumber Daya Manusia, h. 25. 
 
10 Abdul  Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial 
(Perspektif Hukum Nasioanal dan Internasional), h. 27. 
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4. Fathonah; 
 Kecerdasan, penelaran, kesanggupan menangkap berbagai realitas dan 
fenomena yang dihadapi.  
C. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pengoroyokan Oleh Anak Di 
Bawah Umur 
 Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah keluarga yang 
memiliki cin-ciri sebagai berikut: 
a. Keluarga dengan ayah bunda yang tidak bisa berfungsi sebagai pendidik, 
sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis dan mandiri dalam 
menyelesaikan masalahnya. 
b. Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psikososial. Orang tua tidak bisa 
mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga.  
 Dengan demikian ketidak harmonisan hubungan orang tua dengan anak dalam 
keluarga akan sangat mempengaruhi jiwa anak sehingga anak akan cenderung 
menjadi nakal. Hal ini akan dialami juga anak di bawah umur. Kondisi keluarga yang 
kurang harmonis justru akan merusak jiwa anak yang ditandai dengan munculnya 
sikap-sikap permusuhan dan agresivitas yang destruktif (merusak, membahayakan). 
Kebiasaan dalam lingkungan keluarga juga memberikan pengalaman tentang tindak 
pidana kepada anak. Dalam kaitan ini K. Durkin mengatakan bahwa salah satu tempat 
terpenting dimana seorang belajar tentang agresi (tindak pidana) adalah dalam 
keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada 
anak-anak.  
 Jelasnya, bahwa anak yang terbiasa menyaksikkan atau mengalami tindak 
kekerasan yang identik dengan tindak pidana (pemukulan misalnya) dalam 
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keluarganya, dikemudian hari akan memandang tindakan itu bukan saja sebagai 
alternatif untuk menyelesaikan problemnya, melainkan juga dianggap layak untuk 
dilakukan, sehingga anak termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-
cara yang mengarah kepada tindak pidana. Dalam hal ini anak akan mudah 
melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginannya, dengan cara menganiaya 
orang lain lantaran dia sering mendapat pukulan dari orang tuanya di rumah. 
 Disamping itu anak nekad melakukan tindak pidana karena frustrasi akibat 
keinginannya tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Karena menurut teori agresif, 
frustrasi diakui “adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang 
dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. 
Tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya. 
 Dunia pendidikan juga menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak 
pidana. Hal itu dimungkinkan karena hal-hal berikut: 
a. akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. 
Dalam kaitan ini memungkinkan terjadinya kekerasan balasan dari korban 
terhadap pelaku. 
b. akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, yang 
kurikulumnya lebih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan 
mengabaikan aspek afektif sehingga berkurangnya proses humanisasi dalam 
pendidikan. 
c. dipengaruhi masyarakat dan tayangan media massa. 
d. sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami 
pergeseran cepat, sehingga memungkinkan munculnya sikap jalan pintas. 
e. dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku. 
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D. Kekuatan Hukum Nasional 
 Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun 
seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan 
masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 
II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam 
Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
disebutkan bahwa :  
 “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang ” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki 
unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang 
melakukan tindak pidana kekerasan.11 
 Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga 
dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada 
pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP.  
 Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa:12 
“Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, 
kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang 
dilakukanya itu menyebabkan orang mendapat luka”. 
  Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur 
menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya, 
                                                     
 11 Lihat pasal 170 ayat (1) KUHPidana 
 
 12Lihat pasal 170 ayat (2) KUHPidana 
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Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP 
mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. 
 Namun tidak terlepas dari itu dalam hukum pidana Nasional tentunya kita 
mengenal asas hukum dalam hukum pidana nasional. Asas hukum sering dikatakan 
sebagai jantung dari peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas 
bagi lahirnya peraturan hukum dan peraturan hukum yang pada akhirnya akan 
dikembalikan pada asas-asas hukum tersebut.13 Sehingga meletakkan asas hukum 
perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan 
anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana.  
 Asas penyelenggaraan perlindungan anak  yang diamanatkan oleh Undang-
Undang ini berdasarkan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
1945 dan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengemukakan asas-asas perlindungan 
anak sebagai berikut:14 
1. Asas belum dewasa. 
 Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan 
seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk 
kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak 
yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban atas suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak 
dapat dibedakan dalam 3 kategori sebagai berikut: 
                                                     
13Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 204.  
 
14Abdul Rahman,  Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak 
(Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 141-145 
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a. Anak yang berusia di bawah 8 tahun. 
 Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 
seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut 
dilakukan anak belum berusia 8 tahun maka kepada anak tidak dapat diadakan 
penuntutan sehingga anak sebagai pelaku hanya diberi teguran dan nasihat agar tidak 
mengulangi perbuatannya. Kemudian anak dikembalikan kepada orang tua. 
b. Anak yang berusia di bawah 8˂12 tahun. 
 Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang 
dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 tahun hingga 12 tahun yang melakukan 
tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun, anak dalam kategori usia 
ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap dirinya. 
Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum dapat bertanggungjawab atas 
perbuatan yang dilakukannya. Sehingga anak dalam kategori ini  hanya dapat 
diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan di departemen sosial 
atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara jika perbuatan yang 
dilakukannya diancam hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Anak yang berusia 12 ˂ 18 tahun. 
 Untuk anak yang berusia 12 ˂ 18 tahun sudah mulai dianggap dapat 
bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan 
tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman 
penjara yang lamanya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun, proses 
hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan 
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yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam 
sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak. 
1. Asas keleluasaan pemeriksaan. 
 Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan yaitu dengan 
memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas 
lembaga pemasyarakatan untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya 
penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas 
keleluasaan ini bertujuan untuk meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak 
yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani, dan rohani atau 
keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak. 
2. Asas probation atau pembimbingan kemasyarakatan. 
 Kedudukan probation dan social worker  yang diterjemahkan dengan arti 
pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan 
ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan anak. Ketentuan 
peradilan anak dengan adanya Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak adalah hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan 
asas lex spesialis de rogat lex generalis. 
 
C. Prinsi-prinsip Perlindungan Anak 
Kekerasan  sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan 
menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan  menderita kerugian, tidak saja 
bersifat mental tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional, 
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psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.15 Penyebab  
kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan yang umumnya itu anak 
terjadi karena perempuan dipandang sebagai objek bukan subjek yang memiliki 
kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya.16 Oleh karena itu, dalam  upaya 
pemenuhan hak anak yang terdapat dalam  Konvensi Hak Anak mempunyai empat 
prinsip umum  perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam 
menyelenggarakan perlindungan anak yaitu: 
1. Prinsip Nondiskriminasi 
Prinsip nondiskriminasi menegaskan  bahwa hak-hak anak yang terdapat 
dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa 
memandang perbedaan apapun. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap 
anak. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1) berbunyi Negara-
negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam  konvensi 
ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam 
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jensi kelamin, bahasa, agama, 
pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau 
social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si 
anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Sementara itu, ayat (2)  
menyatakan Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu 
                                                     
15Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, h. 55 . 
 
16Abdul Rahman, Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum 
Nasinoal, Internasional, dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012),  h. 28  
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untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau 
hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau 
keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.17 Dengan 
prinsip tersebut dimaksudkan tidak ada pembedaan perlakuan terhadap anak apapun 
alasannya. 
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 
Pasal 3 ayat (1) berbunyi dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, 
lembaga-lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan 
yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.18  
Dengan demikian semua bentuk perlindungan dan perlakuan siapa pun 
terhadap anak hendaknya mengutamakan pertimbangan yang terbaik bagi anak, 
bukan apa yang terbaik bagi orang dewasa. Sebab, biasanya orang dewasa melihat 
kepentingan anak hanya dari perspektif kepentingan orang dewasa sehingga solusi 
yang ditawarkan pun tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi anak.19  
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak 
Komite hak anak melihat bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak 
merupakan konsep yang holistic karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari 
masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Pasal 6 ayat (1) menyatakan 
                                                     
17Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, h. 29  
 
18Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 3 Ayat  (1 )  
 
19Musdah Mulia, Islam Hak  Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h. 241  
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Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas 
kehidupan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan Negara-negara semaksimal 
mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.20 
Demi menjaga perkembangan anak setidaknya ada lima aspek perkembangan 
anak yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, perkembangan mental, 
terutama menyangkut pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak cacat, 
perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak 
untuk memperoleh informasi, menyangkut pendapat dan berserikat serta 
perkembangan budaya.21  
4. Prinsip Menghargai Pandangan Anak 
Pasal 12 ayat (1) menyatakan negara-negara peserta akan menjamin bahwa 
anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan 
pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi 
anak, dan pandangan-pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan 
kematangan anak.22 
Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Ole sebab 
itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, 
tetapi sesungguhnya dia pribadi otonomi yang memiliki pengalaman, keinginan, 
imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. 
                                                     
20Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 6 Ayat (1) dan (2) 
 
21Musdah Mulia, Islam Hak  Asasi  Manusia Konsep dan Implementasi, h. 242 
 
22Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1) 
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Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan anak adalah cara pandang 
terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama 
dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu 
menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.23 
E. Kekuatan Hukum Islam 
Untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang, Islam mengatur dengan hukuman 
qishash bagi pelaku pembunuhan.  Qishash berasal dari kata “صاصق” berarti dia 
memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai 
hukuman balas setimpal (yang adil) atau Jarimah pembalasan yang sama atas 
pembunuhan yang dilakukan Perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan 
tindakannya yang mengerikan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis 
seperti dia mencabut nyawa korbannya. Namun ini tidak berarti juga harus dibunuh 
dengan alat atau senjata yang sama. Begitu juga dengan tempat terjadi pembunuhan 
tidak harus di tempat itu pula hukuman qishash dilaksanakan. 
Perintah qishash ini terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an 
diantaranya, Q.S Al-Baqarah/2:178, yang berbunyi: 
 
                                      
                          s    
                    
 
                                                     
23Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, h. 31  
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Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.24 
 
Di samping terdapat dalam Al-Qur’an, hukuman qishash juga dijelaskan dalam 
Sunah Nabi, diantaranya: 
 لوسر نيأو للها لاا هلالا نا دهشي ملسم ئرما مد ليح لا :م ص للها لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع
: ثلاث ىدحإب لاإ للها )ةعاملجا هاور( ةعامجلل قرافلما هنيدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو نيازلا بيثلا 
 
 
Artinya: 
Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW: “tidak halal darah 
seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan 
sesungguhnya saya rasulullah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: duda yang 
berzina (zina muhsan), membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan 
agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah” (HR riwayat jama’ah).25 
Qishash adalah pembalasan satu jiwa terhadap satu jiwa, namun sekarang justru 
pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh seseorang (satu jiwa), melainkan 
berkelompok atau banyak jiwa.  
Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai 
tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak 
yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya 
penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah  QS al-Nisa/4: 9.  
                                                     
 24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 388 
 25Sunan Ad Darimi, Kitab Diyat (Kompilasi Chm Abu Ahmad As Sidokare, 2009), h. 275. 
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                              
    
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.26 
Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah 
maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan 
agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi 
pengangguran dan peminta-minta. 
Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan 
dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai 
dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.  
               … 
 
 
Terjemahnya: 
 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...27 
                                                     
 
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Proyek  Pengadaan Kitab 
Suci Al-Qur’an, 1993), h. 116. 
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. “Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan 
yang disebut ilmu.1 Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu 
merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat 
yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah.” Metode penelitian pada dasarnya 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan data dengan tujuan 
dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hasil pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional 
empiris, dan sistematis dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran 
manusia Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian kualitatif. 
Kualitatif merupakan suatu penlitian Hukum yang secara analisis dan empiris 
sedangkan kuantitatif yaitu menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan 
gejala-gejala sosial lainnya.2 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Somba Opu. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan 
pendekatan sebagai berikut: 
                                                             
 1Sofian Efendy, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta : Kencana, 2012), h. 49. 
 2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 145. 
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1. Pendekatan Kasus ( Case approach ) 
Pendekatan Kasus  adalah melakukan telaah pada kasus-kasu yang berkaitana 
dengan isu  hukum pengeroyokan.3 
2. Pendekatan Sosio Yuridis 
Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum 
nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam perundangan 
atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas 
(keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat. 
3. Pendekatan normatif Syar’i 
Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum islam dengan melihat  apa 
yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama. 
C. Sumber Data 
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-
data primer dan sekunder. 
1. Data Primer:  
Field research data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya tampa memulai perantara. Data primer dikumpulkan melalui wawancara 
dengan beberapa informan yang terdiri dari: 
a) 3 Orang Polisi 
b) 2 Orang Korban 
c) 1 Orang tokoh Ulang 
2. Data Sekunder: 
                                                             
 3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 145. 
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Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan atau Library research. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari 
bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya 
dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.4 Data 
sekunder dikumpulkan melalui Library reseacrh, dengan jalan menelaah peraturan 
perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, 
dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Tehnik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data yang diperoleh dari Library Research yang di jadikan sebagai referensi 
seperti jurnal, dokumen-dokumen,buku-buku, surat kabar, majalah dan bahan 
bacaan lainnya. 
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membicarakan jawaban atas 
pertanyaan itu.5 
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau 
karya-karya yang momental yang bersangkutan.6 
                                                             
               4Sofian Efendy, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: Kencana, 2012), h. 49. 
 
 5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h.145 
 
6Sofian Efendy, Metodologi Penelitian Survey  (Jakarta: Kencana, 2012), h. 49. 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen juga harus “divaliditas” sejauh penelitian kualitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti.7 Adapun 
alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu Alat yang berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data. 
3. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan 
pembicaraan atau mewawancarai informan. 
4. Tape recorder, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dangan informan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Tehnik Pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam 
melakukan Penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pengelohan data  
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data 
dalam penelitian ini yaiu:8 
                                                                                                                                                                             
 
 7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 145. 
8Sofian Efendy, Metodologi Penelitian Survey  (Jakarta: Kencana, 2012), h. 49. 
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a. Klasifikasi data adalah mengolongkan atau menkategorikan data yang dihasilkan 
dalam penelitian. 
b. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 
topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
c. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.9 
 Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-
raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Analisis data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan, memilah-millah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang di hasilkan 
catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 
kemudian ditabulasi dengan tabel frekuensi dengan rumus statistik sederhana.10 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.Maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
                                                             
 9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 145. 
 10Sofian Efendy, Metodologi Penelitian Survey  (Jakarta: Kencana, 2012), h. 49. 
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kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya.11 Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur 
validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam 
penelitian.Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan 
teknik triangulasi. 
 
 
 
 
                                                             
 11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 145.  
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pengeroyokan Oleh Anak Dibawah Umur 
Adapun data Tindak Pidana pengeroyokan yang diperoleh dari berbagai lokasi 
yang terdapat di wilayah Somba Opu adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Data Tindak Pidana Pengoroyokan 2013-2016. 
 
No. Tahun Korban 
1. 2013 1 
2. 2014 1 
3. 2015 3 
4.  2016 8 
Sumber Data: Data Polsek Somba Opu, tahun 2016. 
  
 Data ini diperoleh di Polsek Somba Opu, dimana jumlah pengoroyokan yang 
dilaporkan dari Kepolisian Sektor Somba Opu tiap tahunnya itu semakin meningkat 
dihitung mulai dari tahun 2013-2016. Jumlah pengoroyokan yang diselesaikan dan 
dilimpah ke Kepolisian Sektor Somba Opu pun semakin meningkat. Namun, pada 
tahun 2016 jumlah Pengoroyokan diselesaikan itu agak meningkat diselesaikan 
dengan kekeluargaan dari tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian 
penulis, maka penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan polisi dan korban 
pengoroyokan, yaitu: 
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Tabel 1.2 
Data Polisi Dan Korban Tindak Pidana Pengoroyokan 
           Nama Identitas 
Polisi/korban 
Sumber Informasi 
Wawancara 
Aiptu Muhammad 
Sabir 
Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Somba Opu 
Bripka Eko Hery 
Wahyudi 
 BA Reskriem Kepolisian Sektor Somba Opu 
Aiptu Syamsul Bahri 
S.sos 
Bhabinkamtipmas Kepolisian Sektor Somba Opu 
Andi Aditya Purna Korban Pengeroyokan Korban 
Nando Korban Pengeroyokan Korban 
   
Menurut Muhammad Sabir Faktor penyebab terjadi pengeroyokan karna 
kurangnya penyuluhan terhadap tindak pidana pengeroyokan kepada masyarakat 
yang buta akan hukum yang berlaku, selain ini terjadi kesalahpahaman memicu 
mudah terjadi pengeroyokan, Lokasi paling marak terjadi dan apa alasan Lokasi 
tersebut paling marak terjadi pengeroyokan di Kecematan Somba Opu  di Samata 
Karena pemahaman masyarakat terhadap hukum masih kurang, Upaya apa yang di 
lakukan Kepolisian Sektor somba opu untuk menimalisir pemberantasan Tindak 
Pidana pengeroyokan karna tidak adanya kepastian Kasus Pengeroyokan masih 
kurang jadi tidak terlalu banyak antisipasi yang dilakukan Oleh pihak kepolisian, 
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apakah dengan pidana penjara dapat menjamin kurangnya tidak pidana 
pengeroyokan. Sebagai efek jera pagi para pelaku, Menurut Muhammad Sabir pidana 
penjara dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengoroyokan.1 
Menurut Bripka Eko Hery Wahyudi Faktor seseorang melakukan tindak 
pidana pengeroyakan Berdasarkan analisa dan fakta-fakta ada di laporan polisian 
yang masuk, kerena kurangnya pengawasan orang tua kenapa kami mengatakan 
seperti itu karena masih tanggung jawab orang tua, Mungkin Kurangnya pengawasan 
Guru sebab pengeroyokan terjadi sebagian besar di jam-jam pulang sekolah. Lokasi 
paling marak terjadi dan mengapa lokasi tersebut menjadi paling marak terjadi 
pengeroyokan lokasi paling marak itu di somba opu 1). Kelurahan Pandang_Pandang 
2). Kelurahan Sungguminasa 3). Kelurahan Batang kaluku 4). Kelurahan Romang 
Polong Alasan karena Lokasi tersebut terdapat banyak sekolah SMP dan SMA rata-
rata pengeroyokan itu anak SMP dan SMA (usia SMP dan SMA) rawan 
pengeroyokan, upaya yang di lakukan untuk menimalisir atau memberantas tindak 
pengeroyokan tindakan kepolisian sektor somba opu setiap minggu melakukan 
upacara bersama dalam kesempatan tersebut bhabinkamtipmas menyampaikan pesan-
pesan untuk mengurangi tidak pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur 
menghindari obat terlarang dan mengidap lem FoX kuning, apakah pidana penjara 
dapat menjamin kurangnya pengeroyokan.  
Menurut Bripka Eko Hery Wahyudi tidak akan mengurangi kurangnya tindak 
pidana pengeroyokan apalagi hukum di Indonesia ini jelas menyimpulkan anak 
dibawah umur ini sebisa mungkin tidak di masukkan dulu dalam penjara, alasan apa 
sehingga anak dapat dengan mudah melakukan pengeroyokan pergualan gumpul 
                                                     
 1Muhammad Sabir (43 Tahun), Kanit  Reskriem Kepolisian Sektor Somba OPu, Wawancara, 
Sungguminasa, 02 Desember 2016. 
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dengan rekannya biasa teman-temannya nakal mengprofokasi yang tidak nakal 
dengan mengatakan coba kau pukul dulu itu, apaji itu kau bargaul sama saya baru 
begitu ji gayamu. Siapakah yang merasa di rugikan sudah jelas korban yang dianiaya 
dan orang tua korban, Apakah yang anak yang melakukan pengeroyokan itu adalah 
anak yang kurang perhatian orang tua sebagian besar itu 1). Kurang perhatian orang 
tua 2). Pergaulan. Apakah banyak suatu kelompok atau geng di luar sana memicu 
mudah terjadi pengeroyokan iya sebab anak zaman sekarang anak dibawah umur 
membuat satu genk sehingga mudah terjadi kesalah pahaman ada satu orang yang 
bermasalah dengan kelompok lain dan teman yang lainya pasti ikut-ikutan sehingga 
mudah terjadi tindak pidana pengeroyokan.2 
 Aiptu Syamsul Bahri sekalu Penasehatan di wilayah Somba opu Tepatnya di 
Kelurahan Romang Polong menuturkan faktor penyebab rawannya terjadi 
pengeroyokan di wilayah romang polong karena mudahnya memperolah minuman 
keras, lokasi paling rawan itu berada di romang polong di Rw 06 dan Rw 08, selain 
itu marak terjadi pengeroyokan ya karena wilayah tersebut banyak terdapat sekolah 
SMP dan SMA karena yang terjadi pengeroyakan itu rata-rata anak SMP dan SMA 
mudah memperolah obat-obatan sehingga biasa mudah di akses oleh anak, Upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor somba opu untuk mengurangi tidak 
pidana pengeroyokan tersebut melakukan operasi-operasi pemberantasan minuman 
keras, kemudian penjual-penjualnya kita ambil lalu pihak kepolisian membuatkan 
surat pernyataan agar tidak menjual minuman keras lagi memasuki sekolah-sekolah 
dengan operasi dadakan dengan memasuki satu persatu-satu kelas dan memeriksa tas 
apa di temukan obat_obatan, banyak di temukan obat-obatan, apakah pidana penjara 
                                                     
 2Bripka Eko Hery (32 Tahun), BA Reskriem Kepolisian Sektor Somba OPu, Wawancara, 
Sungguminasa,03 Desember 2016 
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dapat menjamin kurang tindak pidana pengeroyokan oleh anak sebenarnya ini tidak 
dapat menjamin tapi dengan penjara dapat mengurangi kejahatan pengeroyokan 
tergantung pada siapa anak bergaul  apakah pergaulannya bagus jika anak bertaman 
dengan anak nakal salian itu partisipasi orang tua juga penting, karena sebagian besar 
orang tua terkadang hanya mementingkan fisik, jiwa bergaul dengan siapa anak 
harusnya bergaul dan sesering kegiatan anak itu harus di kontrol pergaulannya. 
Apaka pidana penjara dapat menjamin, sama halnya yang ungkapkan oleh 
Muhammad Sabir tidak dapat menjamin kurang tindak pidana pengeroyokan.3 
Pertama yaitu melakukan pengoroyokan dengan (Empat)  Orang pelaku yang 
menyebabkan Korban Jatuh pingsan pada hari senin tanggal 12 September 2016 Jam 
08.30 Wita. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis selanjutnya 
melakukan wawancara dengan korban pengoroyokan. 
Menurut kepolisian Sektor Somba Opu bahwa adapun faktor-faktor penyebab 
terjadinya pengoroyokan di kecamatan Somba Opu yaitu adanya faktor Internal dan 
faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu Faktor individual, Sedangkan Faktor Eksternal 
terdiri dari: 1) faktor Ekonomi, 2) faktor Keluarga, 3) Faktor Pendidikan. 4) faktor 
Lingkungan/ pergaulan, 5) faktor kelalaian masyarakat, 6) faktor adanya niat dan 
kesempatan, dan 7) Faktor Pendidikan Agama.4 
Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia adalah suatu 
kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan 
individual dan kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki 
bangsa Indonesia akan ketentraman dan keadilan serta kesejahteraan dan 
                                                     
 3Aiptu Syamsul Bahri (46 Tahun), Bhabinkamtipmas Kepolisian Sektor Somba Opu, 
Wawancara, Romang Polong, 05 Desembar 2016 
 
 4Wawancara polsekta Somba Opu. 
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kemanfaatan yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ke tiga syarat 
keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini di tengah-tengah 
situasi transional menuju Indonesia baru.  
Keluhan sebagian masyarakat tentang belum tersosialisasikannya pemahaman 
hukum secara komprehensif salah satunya di akibatkan oleh sulitnya warga 
masyarakat memahami hukum yang berlaku di negara ini dengan bahasa yang relatif 
mudah dicerna.5 Hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara 
terinci  terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan 
tertentu.  
Dalam hukum pidana terdapat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman 
baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun digunakan dalam 
penegakan hukum, antara lain: 
1) Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat yang lebih dikenal dengan prinsip 
teritorial yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah 
kedaulatan suatu negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip tersebut maka 
hukum pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas 
wilayahnya. perlu alasan dari prinsip teritorial antara lain: 
a) Prinsip univesal, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlaku 
untuk seluruh manusia di dunia. 
b) Prinsip nasionalitas aktif, yaitu bahwa hukum pidana memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi siapapun warga negara Indonesia yang melakukan 
                                                     
5Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 45. 
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perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia demi kepentingan negara 
Indonesia. 
c) Prinsip nasionalitas pasif, yakni prinsip perlindungan bagi warga negara 
Indonesia yang melakukan perbuatan pidana dinegara lain untuk tetap 
diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan 
hukum negara lain. 
2) Prinsip hukum pidana berdasarkan orang atau lazim disebut prinsip personal 
yakni bahwa hukum pidana berlaku bagi orang perorang. Artinya, bekerjanya 
hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekelompok atau 
komunitas orang tertentu).6 Prinsip personal yang tersirat dalam aturan hukum 
pidana antara lain: 
(a)  Geen straaf zonder schuld atau tidak dipidana seseorang tanpa kesalahan. 
Artinya, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu di pidana 
apabila unsur kesalahannya tidak terbukti. 
(b) Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan 
perbuatan pidana sehingga ia tidak dapat di hukum atau dipidana. 
(c) Alasan pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang 
yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan 
kesalahannya. 
(d) Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana, di hapuskan 
tuntutan atau hukuman yang dibebankan kepadanya karena alasan-alasan 
tertentu. 
                                                     
6Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia, h. 42-43; 
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(e)  Ne bis in idem, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa seseorang 
tidak dapat di hukum untuk kedua kali untuk satu kasus hukum yang 
menimpanya.  
3) Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu yang sering  disebut sebagai prinsip 
atau asas legalitas yang bermakna bahwa tidak satu pun perbuatan dapat di 
pidana kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini tersirat dalam Pasal 1 
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).7 Pengertian ayat tersebut 
bisa di jabarkan antara lain dengan prinsip:  
a) Tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang  
memuat sanksi pidana terlebih dahulu. 
b) Undang-undang tidak berlaku surut. Makna dari prinsip tersebut adalah  
bahwa undang-undang tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang 
dilakukan oleh orang yang terjadi pada masa sebelum berlakunya peraturan 
perundangan tersebut. Pengecualian atas prinsip ini yang terjadi di Indonesia 
adalah diterapkannya undang-undang tentang peradilan hak asasi manusia. 
c) Lex temporis delicti atau undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi 
pada saat itu. 
Secara demikian, maka sudah saatnya pemahaman hukum sebagai aturan 
negara yang membatasi warga negara masyarakat. Jika hukum bisa dirasakan sebagai 
fasilitas maka setiap warga negara akan tumbuh rasa butuh akan hukum. Seperti yang 
semestinya terjadi hukum mengabdi kepada manusia. Jika pemahaman terhadap 
hukum dapat bergeser dari aturan yang mengikat yang membatasi menjadi fasilitas 
                                                     
7Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
45 
 
dan sarana yang diperlukan maka kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi terasa 
nyaman. 
Ketentuan undang – undag pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yakni 
diatur dalam pasal 351 KUHP: 
Pasal 351: 
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah 
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun  
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun  
4) Dengan penganiayaan di samakan sengaja merusak kesehatan  
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana  
 
Dalam tindak pidana tersebut di atas di jabarkan dalam penjelasan kitab 
undang-undang hukum acara pidana bahwa tindak pidana pengeroyokan yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur termasuk tindak pidana perkara anak nakal. 
Sebagaimana dalam hukum acara pada pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak Pasal 43 di sebutkan bahwa:8 
                                                     
 8 Jimly Asshiddiqie, Komentar Undang-undang Dasar Negara Republik Iindonesia (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2013), h. 117. 
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1) Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.  
2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna 
kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.  
 Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal yang telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 8 
tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke siding anak didasarkan pada beberapa 
pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa 
anakyang belum mencapai umur 8tahun dianggap belum dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.9 
 Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam 
memenuhi hak-hak anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari 
orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam 
perkembangannya. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari 
masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM 
adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap 
hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa 
kecuali. 10 
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum 
tertinggi telah menyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak 
                                                     
9Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia”Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h.  34. 
10M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 11. 
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atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.11 Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam 
batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak 
anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam 
kenyataan sehari-hari. 
Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan 
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Setiap orang mencampuradukkan antara 
kesadaran hukum, padahal menurut penulis kedua hal itu meskipun sangat erat 
hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan 
efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. 
B. Peran Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokaan Pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Menurut Andi Idha salah satu tokoh organisasi wahdah salah satu ustadzah 
yang selalu mengisi pengajian di Antang dan Samata mengatakan bahwa sanksi 
pengoroyokan tidak efektif karna yang berlaku dinegara kita bukan hukum Islam. jadi 
sebaiknya pelaku pengoroyokan itu tetap di beri hukuman sesuai hukum yang berlaku 
di Indonesia. Diperlukan suatu pembinaan terhadap anak yang di bawah umur agar 
mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak melakukan 
perbuatan tersebut.12 Dalam hukum Islam, sanksi atau hukuman terhadap tindak 
pidana pengoroyokan yakni kisas dan diyat. 
Tindak pidana kisas dan diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau 
                                                     
11Jimly Asshiddiqie, Komentar Undang-undang Dasar Negara Republik Iindonesia (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2013), h. 115. 
 12Andi Aidha (34 Tahun), Guru, Wawancara, Saumata Indah, 02 Desembaer 2016. 
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melukai seseorang. Jarimah kisas ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki 
batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah yang dimaksud 
individu di sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui 
pemaafan dengan ganti rugi karena hak kisas atau diyat merupakan hak pribadi 
korban, maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya. 
Secara bahasa, kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-
qashshan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), 
dan membalas. Kisas berasal dari qashsha yang berarti memotong juga berasal dari 
kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh 
pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana 
tersebut.13 Teranglah bahwa syariat Islam hanya menentukan sanksi pidana untuk 
beberapa macam perbuatan pidana.14 Syariat Islam telah menetapakan sanksi pidana 
tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas maka apabila hakim telah dapat 
membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan wajiblah hakim 
memutuskan hukuman dengan menjatuhi sanksi pidana yang telah ditetapkan persis 
telah ditetapkan tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh meringankan sanksi pidana 
dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkut paut dengan kejahatan sendiri 
maupun yang bersangkut paut dengan pelaku kejahatan tersebut. 
Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diyat itu 
adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah dan 
penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) tidak 
sengaja. Untuk jarimah kisas, diyat yang meliputi tindak pidana pembunuhan dan 
                                                     
13Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
105. 
14Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqi, Pidana Mati dalam Syariat Islam, h. 20 
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penganiayaan, ketentuannya tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an. Untuk tindak 
pidana pembunuhan larangannya tercantum dalam QS Al-Israa’ 17/33. 
 
                          
                   
 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), 
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.15 
 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. Pertama,  jiwa 
yang dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, 
jiwa (nyawa) yang boleh di hilangkan karena terdapat alasan untuk di lenyapkan, 
misalnya kepada orang yang muhsan melakukan perzinaan, pembunuh disengaja, 
murtad, pelaku hirabah, dan sejenisnya. 
Dalam kitab Sunan Ad Darimi bahwa pembunuhan dengan sengaja yakni 
sebagai berikut: 
 
  أ اَن َث َّدَح ىَسوُم ُنْب ُمَكَْلْا َانَر َبْخ ِنَِث َّدَح َدُواَد ِنْب َناَمْيَلُس ْنَع ََةزَْحَ ُنْب َيََْيَ
 َّنَأ ِه ِّدَج ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ٍمْزَح ِنْب وِرْمَع ِنْب ِد َّمَُمُ ِنْب ِرْكَب   بَِأ ْنَع ُِّيرْهُّزلا
 َناََكو ِنَمَيْلا ِلْهَأ َلَِإ َبَتَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ْنَم َّنَأ ِهِباَتِك فِ
                                                     
15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 388 
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 َلَاق ِلوُتْقَمْلا ُءاَِيلْوَأ ىَضْر َي ْنَأ َّلَِّإ ِهِدَي ُدَو َق ُهَّنَِإف ٍةَن ِّ ي َب ْنَع ًلًْت َق اًنِمْؤُم َطَبَتْعا
 ٍةَّلِع ِْيَْغ ْنِم َلَت َق َطَبَتْعا د َّمَُمُ ُوَبأ 
 
Artinya: 
Telah mengabarkan kepada kami al-Hakam bin Musa telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud telah menceritakan kepadaku 
Az Zuhri dari Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari ayahnya dari 
kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menulis surat 
kepada penduduk Yaman, dan diantara isi suratnya adalah: "Barangsiapa 
membunuh seorang mukmin secara lalim dengan tanpa bukti yang jelas, maka ia 
mendapatkan balasan kecuali apabila para wali orang yang di bunuh merasa rela." 
Abu Muhammad berkata; "I'tabatha adalah membunuh tanpa alasan yang hak." 16 
 
Hukuman untuk tindak pidana pembunuhan ini berbeda-beda sesuai dengan jenis 
pembunuhannya. Untuk pembunuhan sengaja hukumannya tercantum dalam QS Al-
Baqarah/2: 178. 
 
                          
                             
                           
           
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
                                                     
16Sunan Ad Darimi, Kitab Diyat Kompilasi Chm Abu Ahmad As Sidokare, 2009   
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hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan 
dari saudaranya hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 
yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya Siksa yang sangat 
pedih.”17 
 
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud 
dengan al-afwu (memaafkan) adalah menerima diyat sebagaimana ganti hukum kisas. adapun 
ittiba’ bil ma’ruf (mengikuti dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar 
diyat dengan cara yang baik pula.  
Sedangkan dalam hadis riwayat muslim dijelaskan bahwa hukum kisas  harus 
diterapkan kepada orang yang melukai seseorang, kecuali jika keluarganya rela menerima 
diyat (muslim: 5/105-106) 
 َع ُهَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا َلَِإ اوُمَصَتْخَاف ًاناَسْنِإ ْتَحَرَج ََةِثراَح َُّمأ ِعِّي َبُّرلا َتْخُأ ََّنأ ٍسََنأ ْن
 َّلَسَو ِهْيَلَع ُُّمأ ْتَلاَق َف َصاَصِقْلا َصاَصِقْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َف َم
 ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َلاَق َف اَه ْ نِم ُّصَتْق ُي َلَّ ِهَّللاَو ََةنَلًُف ْنِم ُّصَتْق َُيأ ِهَّللا َلوُسَر َاي ِعِيبَّرلا
 َّللا َناَحْبُس َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُّصَتْق ُي َلَّ ِهَّللاَو َلَّ ْتَلَاق ِهَّللا ُباَتِك ُصاَصِقْلا ِعِيبَّرلا َُّمأ َاي ِه
 َّنِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َف ََةي ِّدلا اوُلَِبق َّتََّح ْتَلَاز اَمَف َلَاق اًَدَبأ اَه ْ نِم 
 َع َمَسَْقأ ْوَل ْنَم ِهَّللا ِداَبِع ْنِم ُهَّر ََبَلَ ِهَّللا ىَل 
Artinya: 
Dari Anas RA, bahwa kakak perempuan Rubayyi', Ibunya Haritsah, pernah 
melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada 
Rasulullah saw. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasulultah 
bersabda, "laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!" Tetapi, 
Ummu Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, "ya 
Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman Qishash terhadap Fulanah? demi 
Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman Qishash kepadanya!" Kemudian 
Rasulullah bersabda, "maha suci Allah! hai Ummu Rubayyi', bukankah hukum 
                                                     
17Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 33 
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qishash itu sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah? "Ummu Rubayyi" 
menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman Qishash 
untuk selama-lamanya!" sementara itu Ummu Rubayyi' terus mendesak, sampai 
pihak keluarga korban mau menerima diyat. Akhirnya Rasulullah saw bersabda, 
"Sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama 
Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya".18 
Tidak ada perbedaan dalam kewajiban kisas antara laki- laki dan perempuan karena 
Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah /5: 45. 
 
                           
                           
                   
 
 
 
Terjemahnya: 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at taurat) bahwasanya 
jiwa di balas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”19 
 
Pengharaman pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan 
hukumannya yaitu kisas dijatuhkan kepada pelakunya kecuali jika wali korban 
                                                     
18Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah: 
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1034 
19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 153 
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memberikan pengampunan lalu hukumannya menjadi diyat berupa 100 (seratus) ekor 
unta.20 Syariat Islam telah menjadikan hukum kisas sebagai sanksi pidana untuk 
pembunuhan yang disengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang disengaja. 
Tegasnya, orang yang membuat kesalahan itu disiksa dengan siksaan yang seimbang 
dengan perbuatannya terhadap orang lain yang di aniaya. 
Untuk Pembunuhan karena kesalahan hukumannya tercantum dalam QS An-
Nisaa’/4: 92. 
 
                           
                                   
                                
                                  
                       
     
 
Terjemahnya: 
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
                                                     
20Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 50 
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kamu maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan 
adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”21 
 
Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk 
pembunuhan, yaitu sebagai berikut:22 
a) Pembunuhan di sengaja atau qathlul amdi, yaitu perampasan nyawa seseorang 
yang dilakukan dengan sengaja. pembunuh merencanakan pembunuhannya. 
b) Pembunuhan tidak di sengaja atau qatlu ghairul amdi, yaitu kesalahan dalam 
berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja 
perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak 
diniati. 
c) Pembunuhan seperti di sengaja atau qathlu syighul amdi. 
Dalam hukum pidana Islam, penerapan asas legalitas dapat dilakukan pula 
pada jarimah takzir, dimana penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir 
berbeda dengan penerapan asas legalitas pada tindak pidana hudud dan tindak pidana 
kisas diyat karena penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir di perlonggar 
sampai batas tertentu.  
 Menurut Eko Hery Wahyudi bahwa dalam menanggulangi kejahatan terhadap 
tindak pidana pengoroyokan pada kitab undang-undang hukum pidana yakni melalui 
beberapa faktor yang perlu di benahi yakni: 
a. Faktor lingkungan sosial 
b. Faktor keluarga 
                                                     
21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 121 
22Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”Dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, h. 276 
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c. Faktor pendidikan 
Berikut ini penjelasan dari beberapa faktor yang perlu di benahi: 
1. Faktor Lingkungan Sosial 
Kejahatan dilakukan oleh orang jahat. Penjelasan seperti ini barangkali cukup 
memuaskan dalam keadaan suatu masyarakat yang masih sangat-sangat sederhana. Ia 
menjadi tidak memuaskan lagi, manakala masyarakat sudah menjadi semakin besar 
wilayahnya dan kompleks keadaannya. Dalam hal ini rasanya adalah lebih tepat, 
apabila kita membicarakannya sebagai suatu penyakit sosial. Perabot yang dipakai 
menganalisa dan menjelaskan dengan sendirinya juga mengalami perubahan. 
Kejahatan lalu dikaitkan kepada lingkungan sosial, kepada dampak proses-proses 
dalam masyarakat terhadap individu serta kelompok dan seterusnya. 
Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang 
menghormati atau mentaati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh 
mereka yang tidak menghormati hukum. Pergaulan dalam lingkungan sangat 
mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Edwin 
H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam bukunya Principles of Criminologi 
mengemukakan, bahwa proses dimana seseorang bertingkah laku tertentu 
berdasarkan pada: 
a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan 
manusia lain dalam suatu proses perhubungan (komunikasi). 
b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok 
pergaulan yang intim. 
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c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran itu diliputi: cara 
melakukan kejahatan, baik yang sukar maupun yang sederhana serta motif, 
pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik. 
d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi/ 
berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut tergantung pula pada frekuensi 
(keseringan), duration (suatu jangka waktu tertentu), priority (masa lampau) dan 
intensity (intensitas). 
e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal secara bervariasi dengan pola-pola 
kriminal dan anti kriminal meliputi di dalamnya sebagaimana kita mempelajari 
segala sesuatu. 
Dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lain ternyata faktor pergaulan 
seseorang dengan lingkungan masyarakat dimana ia berada turut berpengaruh 
terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan atau dengan kata lain faktor 
pergaulan masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya 
dengan kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan 
menanggung akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
mencari sebab-sebab kejahatan  dan pengulangan kejahatan ada di dalam masyarakat 
atau pengaruh terhadap lingkungan sosial.23 
2. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer 
bagi perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat 
                                                     
23I Made Kastama, “Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang 
Melakukan Kejahatan” http://jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpenyang/article/download/36/5 
(20 Mei 2016) 
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sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. 
Delinkuensi yang dilakukan oleh anak-anak, para remaja dan adolesens itu pada 
umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota 
keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan nafsu primitif dan 
agresivitas yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan 
perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil.24 
 Delinkuensi remaja bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak 
bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota 
keluarga lainnya memberikan dampak menular pada jiwa anak-anak. Anak mengoper 
dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak susah dari orang dewasa. Anak seorang 
pemberutal biasanya cenderung menjadi semaunya kepada orang lain. Kejadian ini 
bukan disebabkan sifat dan kebiasaan pencuri itu diwariskan kepada anak-anaknya 
sebagai ciri-ciri karakteristik yang herediter akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu 
adalah semacam usaha “home industry” (kegiatan keluarga) yang bisa mempengaruhi 
pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya. 
Pola kriminal ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga lainnya. Oleh 
karena itu tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga itu besar sekali 
pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarga. 
Dengan kata lain tingkah laku kriminal  orang tua mudah sekali menular kepada 
anak-anaknya. Lebih-lebih lagi perilaku ini sangat gampang dioper oleh anak-anak 
puber yang belum stabil jiwanya dan tengah mengalami banyak gejolak batin. 
Temperamen orang tua, terutama dari ayah yang agresif meledak-ledak, suka 
marah dan sewenang-wenang serta kriminal, tidak hanya akan mentransformasikan 
                                                     
24Karini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II;  Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 57. 
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efek tempramennya saja, akan tetapi juga menimbulkan iklim yang mendemoralisir 
secara psikis. Sekaligus juga merangsangnya. Pengaruh sedemikian ini menjadi 
semakin buruk terhadap jiwa anak-anak remaja, sehingga mereka mudah dijangkiti 
kebiasaan kriminal tersebut. 
Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan 
paling besar dalam membentuk kepribadian remaja delinkuen. Misalnya, rumah 
tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian di antara 
bapak dengan ibu, hidup terpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan “isteri” lain, 
keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber yang subur untuk 
memunculkan delinkuensi remaja.25 Menurut Stephan Hurwitz kejahatan atau 
pengulangan kejahatan dapat muncul ketika keadaan keluarga dan rumah yaitu: 
a. Keadaan keluarga tidak wajar karena kelahiran anak di luar pernikahan 
b. Penempatan anak di luar rumah 
c. Keadaan keluarga a-typical lain, mencakup broken home terutama 
d. Keadaan-keadaan ekonomi keluarga begitupun hubungan antara keluarga dan lain-
lain. 26 
3. Faktor Pendidikan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat 
menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para 
ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan salah satunya yaitu tingkat 
pendidikan. Seseorang dapat melakukan tindak pidana, karena pelaku tindak pidana 
hanya lulusan SD, SMP, bahkan banyak yang Buta Huruf. Tingkat pendidikan 
                                                     
25Karini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II;  Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 58-59. 
 
26L. Mulyatno, Kriminologi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), h. 112.   
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seseorang berpengaruh dalam kepemilikan pengahasilan, karena tidak memiliki 
tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaaan, karena 
tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan 
tindak pidana karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi. 
Faktor pengangguran bisa beragam macamnya, dan ini tidak boleh di abaikan 
oleh pemerintah. Usaha mengatasi pengangguran bukanlah kewajiban pemerintah 
semata. Seluruh penduduk Indonesia di harapkan partisipasinya untuk mengatasi 
masalah ini. Tanpa kerjasama pemerintah dan masyarakat mustahil dapat mengatasi 
pengangguran di Indonesia. Berikut adalah beberapa penyebab pengangguran yang 
umum terjadi di Indonesia, yaitu: 
a. Pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang 
kesulitan dalam mencari pekerjaan. Di karenakan semua perusahaan 
membutuhkan pegawai seminimal SMA. 
b. Kurangnya keterampilan. Banyak mahasiswa atau lulusan SMA yang sudah 
mempunyai kriteria dalam bekerja, namun dalam teknisnya keterampilannya 
masih kurang. Sehingga susah dalam mencari pekerjaan. 
c. Kurangnya lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya, Indonesia memiliki jumlah 
lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar ini tidak 
seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang di sediakan oleh 
pemerintah maupun swasta. 
d. Kurangnya tingkat EQ masyarakat. Tingkat EQ meliputi kemampuan seseorang 
dalam mengandalikan emosi, yang berpengaruh terhadap keterampilan 
berbicara/berkomunikasi, bersosialisasi, kepercayaan diri, dan sifat lainnya yang 
mendukung dalam hidup di masyarakat. Orang yang pandai berkomunikasi dan 
60 
 
pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan di banding orang yang 
selalu pendiam dan tidak berani mengeksplor potensi diri. 
e. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain. Misalnya ada seorang lulusan 
sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup 
kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah. Ia termasuk 
pengangguran, selain itu ia melewatkan peluang untuk menciptakan suatu 
lapangan pekerjaan bagi orang lain. 
f. Tidak mau berwirausaha. Umumnya sesorang yang baru lulus sekolah/kuliah 
terpaku dalam mencari pekerjaan, seolah itu adalah tujuan yang sangat mutlak. 
Sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar di bandingkan membuat suatu 
usaha.27 
 
4. Faktor Kesejahteraan 
Dalam tahun-tahun sebelum Masehi Plato telah menyatakan bahwa kekayaan 
dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang. Yang miskin sukar memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan 
kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala macam hiburannya. 
Berhubungan dengan itu, pada abad pertengahan Thomas Van Aquino mengatakan 
bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Tentu jelas bahwa 
ada hubungannya antara perekonomian dengan kejahatan. 
Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan menimbulkan banyak konflik-
konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Perubahan kesejahteraan pada 
orang seorang dapat berupa: 
                                                     
27Karini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II;  Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 58-59. 
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a.  sesuatu kemunduran dalam kesejahteraan dan; 
b. suatu kenaikan kesejahteraan.  
Sesuatu yang menimpa secara mendadak menimbulkan ketegangan antara 
pengeluaran dan pemasukan uang belanja dan berbagai kewajiban seperti membayar 
sewa rumah dan belanja kebutuhan dapur, serta bayaran sekolah tidak mungkin 
diberhentikan sekaligus sehingga keadaan kurangnya menjadi kurang lagi. Orang 
yang menjadi kehilangan hubungan dan pengaruh dari golongannya. Keadaan susah 
ditambah dengan tekanan jiwa karena perasaan tidak puas dan kepekaan terhadap 
peraturan dan adat istiadat golongan yang mengikat memudahkan timbulnya 
kejahatan, baik terhadap keselamatan badan maupun terhadap harta benda. Penjahat 
macam ini karena mengalami krisis. 
Orang merasa serba susah untuk bergaul dengan teman. Teman yang dahulu 
sejajar kedudukannya, merasa dirinya lebih tinggi, sedangkan untuk bergaul dengan 
orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggi tingkatnya merasa canggung. Perasaan 
yang serba tidak menentu inilah menimbulkan konflik-konflik yang dapat menjadi 
sebab musabab kejahatan. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemunduran 
hartanya orang menjadi serakah dan dalam kelupaan, orang berbuat kejahatan yang 
bukan semestinya.28 
 
 
 
 
 
                                                     
28Noach, Simandjuntak.  B dan Pasaribu. I. L, Kriminologi (Bandung: Tarsito, 1984), h. 53-
55.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul “Peranan Hukum Islam Dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah 
umur (Studi Kasus Kepolisian Sektor Somba Opu )”, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa:  
1. Ketentuan undang-undang pidana terhadap tindak pidana pengoroyokan oleh 
anak di bawah umur yakni diatur dalam pasal 351 KUHP dan Hukum Acara 
Pidana diatur pula masalah tindak pidana pengoroyokan yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur yakni terdapat dalam pasal 41 Hukum acara pidana. 
Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diyat 
itu adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan 
tersalah dan penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan 
(penganiayaan) tidak sengaja. Untuk jarimah kisas, diyat yang meliputi 
tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, ketentuannya tercantum 
dalam beberapa ayat al-Qur’an. 
2. Bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan 
haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari 
masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab atas 
keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran 
masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran-saran penuyusun, yaitu: 
1. Bagi penegak hukum yakni polisi, sebaiknya aparat kepolisian harus 
mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di 
Kecamatan Somba Opu, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus 
kejahatan seperti itu, agar tindak pidana pengeroyokan tidak semakin 
meningkat dalam masyarakat. Dan sanksi hukuman tindak pidana 
pengeroyokan hendaknya memberikan sanksi yang lebih tinggi kepada pelaku 
agar menimbulkan efek jera yang maksimal dan jika perlu gunakan hukum 
Islam dalam penjatuhan pidananya. 
2. Diharapkan kepada orang tua agar selalu memberikan pengawasan terhadap 
anaknya dengan siapa anak bergaul bagaimana tingkah laku temannya, 
memberikan pendekatan secara emosial memberikan kasih sayang yang lebih 
agar anak tidak mencari perhatian terhadap temannya dan mudah melakukan 
kekerasan terhadap temannya sendiri yang biasa anak tersebut bergaul. 
3. Diharapkan kepada masyarakat dalam pertumbuhan kepribadian seorang 
anak, Maka masyarakat dituntut agar lebih banyak mendekatkan diri pada 
anak remaja. 
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